KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
UNIT KERJA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LINAE VICTORIA ADEN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 666219
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.671.800.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
Rp. 61.800.000

2.  Tanah Seluas 1.995 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

3.  Tanah Seluas 990 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
Rp. 300.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 521 m2/258 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

5. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , Rp.
200.000.000

6. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 540.480.000

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

3. MOBIL, TOYOTA NEW RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 278.480.000



Komisi Pemberantasan Korupsi

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 785.387.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 976.843.433

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 3.974.510.433

. HUTANG Rp. -t

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.974.510.433
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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IKHTISAR LHKPN a.n WILNA SILVANY
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik — 2025)

NIk GRS

1. DATA PRIBADI

Nama ¢ WILNA SILVANY

NIK N

No KK :

NPWP

Jenis Kelamin ;' Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : MUARA TEWEH/7 April 1988

Status Nikah . Cerai

Agama . ISLAM

Alamat :JL. M.H THAMRIN NO 9, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH

Nomor Handphone ;085252959440

Email : wilnasilvany@gmail.com

NHK : 488081

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga . PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET - SEKRETARIAT - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tanggal Lapor : 31 Desember 2025

Tanggal Kirim ;14 Januari 2026

Status . Terverifikasi Lengkap

Halaman 1 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)



Komisi Pemberantasan Korupsi

2. DATA KELUARGA
HUBUNGAN TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR /
\[o) NAMA DENGAN PN JENIS KELAMIN PEKERJAAN ALAMAT RUMAH
1 | ALYLA RANIA AL YASSIN ANAK PALANGKA RAYA , 5 Februari PELAJAR JL. M.H THAMRIN NO 9, Kelurahan MENTENG,
TANGGUNGAN 2012 / Perempuan Kecamatan JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA
, Provinsi KALIMANTAN TENGAH
3. JABATAN

NO

JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON

LEMBAGA

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

1

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIAT

4.

N

(o)

DATA HARTA
4.1.TANAH / BANGUNAN

LOKASI

LUAS

KEPEMILIKAN

NILAI PELAPORAN
SEBELUMNYA

NILAI PELAPORAN KETERANGA
SAAT INI N

Sub Total

Rp. 0

Halaman 2 dari 9

4.2.ALAT TRANSPORTASI / MESIN

Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)
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NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN KETERANGA
\[o) URAIAN KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI N
1 Jenis : MOBIL Jenis Bukti: BPKB/STNK Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000 | UBAH
Merk : TOYOTA AGYA Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Model : MINIBUS Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN
Tahun Pembuatan : 2020 Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI
No. Pol. / Registrasi : KH 1176 BF Lainnya: -
Tahun Perolehan: 2022
Sub Total Rp. 100.000.000
4.3.HARTA BERGERAK LAINNYA
NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN KETERANGA
\[0) URAIAN ASAL USUL HARTA SEBELUMNYA SAAT INI N
Sub Total Rp. 0
4.4, SURAT BERHARGA
NO. REKENING / NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN KETERANGA
il NO. NASABAH e SEBELUMNYA SAAT INI N
Sub Total Rp.0
4.5.KAS / SETARA KAS
\\[o] URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA LA L N300
SAAT INI N
1 Jenis : UANG TUNAI Nomor : - LAINNYA Rp. 37.000.000 | UBAH
Halaman 3 dari 9

Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)
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NILAI PELAPORAN KETERANGA

\[o) URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA SAAT INI N

Keterangan : - Atas Nama : PN YANG
Nama Bank / Lembaga : - BERSANGKUTAN

2 Jenis : TABUNGAN Nomor : 1000201016801 HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000 | UBAH
Keterangan : - Atas Nama : PN YANG
Nama Bank / Lembaga : BANK KALTENG BERSANGKUTAN

3 Jenis : TABUNGAN Nomor : 0285701067 HASIL SENDIRI Rp. 18.309.946 | UBAH
Keterangan : - Atas Nama : PN YANG
Nama Bank / Lembaga : BNI BERSANGKUTAN

Sub Total Rp. 57.309.946

4.6.HARTA LAINNYA

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN KETERANGA
SEBELUMNYA SAAT INI N

Sub Total Rp.0

NO URAIAN ASAL USUL HARTA

4.7.HUTANG

NO URAIAN NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG Nlll_'lﬁl_ril?\:'go
1 Jenis : HUTANG LAINNYA KOPERASI UPAKARTI - Rp. 25.000.000 Rp. 17.942.000
Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN
2 Jenis : HUTANG LAINNYA BRI GAIJI Rp. 213.600.000 Rp. 52.500.000
Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN

Halaman 4 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)
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NO URAIAN NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG NI:ﬁITiAI\:.IGDO
Sub Total Rp. 238.600.000 Rp. 70.442.000
5. PENERIMAAN

5.1.PENERIMAAN DARI PEKERJAAN
NO JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA PASANGAN

1 Gaji dan Tunjangan Rp. 156.355.176 Rp. 0

2 Penghasilan dari Profesi/Keahlian Rp. 0 Rp.0

3 Honorarium Rp. 14.250.000 Rp. 0

4 Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR Rp.0 Rp.0

5 Penerimaan Pekerjaan Lainnya Rp. 0 Rp. 0

Sub Total | Rp. 170.605.176 Rp. 0

5.2.PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

Halaman 5 dari 9

Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)
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NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS
1 Hasil Investasi dalam Surat Berharga Rp.0
2 Hasil Usaha/Sewa Rp.0
3 Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya Rp. 0
4 Penjualan atau Pelepasan Harta Rp.0
5 Penerimaan Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp.0

5.3.PENERIMAAN LAINNYA

NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS
1 Penerimaan Hutang Rp.0
2 Penerimaan Warisan Rp.0
3 Penerimaan Hibah/Hadiah Rp.0
4 Lainnya Rp.0

Halaman 6 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)
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NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS
Sub Total Rp.0
6. PENGELUARAN
6.1. PENGELUARAN RUTIN
NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, Rp. 80.000.000
rekreasi, pembayaran kartu kredit)
2 Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infag, sumbangan lain) Rp. 6.000.000
3 Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain) Rp. 3.200.000
4 Pengeluaran Rutin Lainnya Rp. 15.000.000
Sub Total Rp. 104.200.000
6.2. PENGELUARAN HARTA
\[0] JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Pembelian/Perolehan Harta Baru Rp.0

Halaman 7 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)




Komisi Pemberantasan Korupsi

NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
2 Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta Rp.0
3 Pengeluaran Non Rutin Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp. 0

6.3.PENGELUARAN LAINNYA

\[e} JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah Rp.0
2 Pelunasan/Angsuran Hutang Rp. 42.000.000
3 Pengeluaran Lainnya Rp. 0

Sub Total

Rp. 42.000.000

7. LAMPIRAN FASILITAS

\[0)

URAIAN NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

Halaman 8 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)

KETERANGAN
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TOTAL HARTA TOTAL HUTANG

TOTAL HARTA KEKAYAAN

1 Rp. 157.309.946 Rp. 70.442.000

Rp. 86.867.946

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum
dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat
dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara

wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 9 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 14/01/2026 oleh User WILNA SILVANY (Wajib LHKPN)
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
e e e : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
|. DATA PRIBADI
1. Nama . MARTAWUN
2. Jabatan . BENDAHARA
3. NHK . 151008
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

3. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, Rp.

80.000.000
4. Tanah Seluas 24.700 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL

SENDIRI Rp. 40.000.000
5 Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL

SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, Rp.
30.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. £
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E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.063.620
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.032.613.620
Il. HUTANG Rp. 500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 532.613.620

”

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa haria
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.




